
 

 

 
 

BUPATI KARO 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO 
NOMOR 12  TAHUN 2022 

 

TENTANG 
 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KARO, 
 

Menimbang  : a. bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan Pasal 311 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan 

Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib 
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan 

dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan 
waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan  untuk  memperoleh persetujuan bersama;  

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan 

dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang 
dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan 

Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah 

Daerah bersama DPRD; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan 

Daerah Propinsi Sumatera Utara  (Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1092); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

5. Undang-Undang… 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman 
Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 59); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

16. Peraturan… 
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);  
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 972); 
 
1.   

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO 

dan 

BUPATI KARO 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 
 

Pasal 1  

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Karo. 

2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Karo. 

4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karo. 
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karo. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 

8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 

9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah 
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

10. Belanja… 
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10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan 
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima 

sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain 

sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 
13. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib 

dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat 

dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau 
berdasarkan sebab lainnya yang sah. 

14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah 
milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik 

Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan 

pengembalian pokok pinjaman. 
15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan 

pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 

1 (satu) tahun anggaran. 

16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih 
lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode 

anggaran. 

 
Pasal 2 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan rincian 
sebagai berikut: 

a. Pendapatan Daerah Rp. 1.372.004.794.424,00   

b. Belanja Daerah Rp. 1.378.004.794.424,00   
 Defisit/Surplus Rp. (6.000.000.000,00) 

c. Pembiayaan Daerah     

 Penerimaan Rp. 6.000.000.000,00   
 Pengeluaran Rp.        0,00   

   Pembiayaan Netto Rp. 6.000.000.000,00 

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00 

 
Pasal 3 

 

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.372.004.794.424,00 (Satu Triliun Tiga 
Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu 

Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) yang bersumber dari : 

a. pendapatan asli daerah; 
b. pendapatan transfer; dan 

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

 
Pasal 4 

 

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan 

sebesar Rp. 117.423.389.792,00 (Seratus Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Dua 
Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan 

Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas : 

a. pajak daerah; 
b. retribusi daerah; 

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan 

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 
(2) Pajak… 
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(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rp. 58.282.835.442,00 (Lima Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Dua 
Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah). 

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 
sebesar Rp. 13.910.554.350,00 (Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Sepuluh Juta 
Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah). 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah). 

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d direncanakan sebesar Rp. 42.230.000.000,00 (Empat Puluh Miliar Dua 
Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah). 
 

Pasal 5  

 
(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan 

sebesar Rp. 1.241.215.371.632,00 (Satu Triliun Dua Ratus Empat Puluh Satu Miliar 
Dua Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga 
Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas: 
a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 
b. pendapatan transfer antar daerah. 

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 1.209.046.738.000,00 (Satu Triliun Dua Ratus Sembilan 
Miliar Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah). 

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 32.168.633.632,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Seratus Enam 
Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua 
Rupiah). 

 

Pasal 6 

 
Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c 
direncanakan sebesar Rp. 13.366.033.000,00 (Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh 
Enam Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang merupakan Lain-Lain Pendapatan sesuai 
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
 

Pasal 7 
 
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar                                   
Rp. 1.378.004.794.424,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Empat 
Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), 
yang terdiri atas: 
a. belanja operasi; 
b. belanja modal; 
c. belanja tidak terduga; dan 
d. belanja transfer. 

 

Pasal 8 

 
(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 932.683.541.457,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua 
Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu 
Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas : 
a. belanja pegawai; 
b. belanja barang dan jasa; dan 
c. belanja hibah. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rp. 615.873.273.925,00 (Enam Ratus Lima Belas Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh 
Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima 
Rupiah). 

(3) Belanja… 
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(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 
sebesar Rp. 291.367.735.656,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Tiga Ratus 
Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh 

Enam Rupiah). 
(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 

Rp. 25.442.531.876,00 (Dua Puluh Lima Miliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta 
Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah). 

 

Pasal 9 
 
(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 165.482.418.486,00 (Seratus Enam Puluh Lima Miliar 
Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Empat 
Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas: 
a. belanja modal peralatan dan mesin. 
b. belanja modal gedung dan bangunan. 
c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan 
d. belanja modal aset tetap lainnya. 

(2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 25.417.449.386,00 (Dua Puluh Lima Miliar Empat Ratus 
Tujuh Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan 
Puluh Enam Rupiah). 

(3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 28.047.870.768,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Empat 
Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh 
Delapan Rupiah). 

(4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c direncanakan sebesar Rp. 106.889.349.467,00 (Seratus Enam Miliar 
Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan 
Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah). 

(5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp. 5.127.748.865,00 (Lima Miliar Seratus Dua Puluh Tujuh 
Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima 
Rupiah).  

 

Pasal 10 
 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c 

direncanakan sebesar Rp. 3.299.572.202,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh 

Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Rupiah), yang terdiri 
atas belanja tidak terduga. 

 

Pasal 11 

 
(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d 

direncanakan sebesar Rp. 276.539.262.279,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar 
Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus 
Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas : 
a. belanja bagi hasil; dan 
b. belanja bantuan keuangan. 

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp. 7.219.338.979,00 (Tujuh Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Tiga 
Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah). 

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 269.319.923.300,00 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan 
Miliar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga 
Ratus Rupiah). 
 

Pasal 12… 
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Pasal 12 
 
Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar                         
Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah) yang terdiri atas: 
a. penerimaan pembiayaan; 
b. pengeluaran pembiayaan. 

 
Pasal 13 

 
Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah). 
 

Pasal 14 

 
Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah). 

 

Pasal 15 
 
(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah 

mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 6.000.000.000,00 (Enam Miliar 
Rupiah). 

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap 
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 6.000.000.000,00 (Enam Miliar 
Rupiah). 
 

Pasal 16 

 
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat 

melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran 
melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya 
dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan 
perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan 
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan 
Realisasi Anggaran 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa; 
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan 

publik. 
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya 
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 
c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak 

dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; 
dan/ atau 

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian 
yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat. 
 

Pasal 17 
 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Karo ini terdiri dari: 

a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan 

Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

b. Lampiran… 
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PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO 

NOMOR  12 TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 
 

I. UMUM 
 

Dalam Pasal 309 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa 

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun 
anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Selanjutnya  

dalam pasal 311 ditegaskan bahwa Kepala Daerah mengajukan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai 
penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
untuk memperoleh persetujuan bersama. 
 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 

Cukup jelas 

Pasal 2 

Cukup jelas 

Pasal 3 

Cukup jelas 

Pasal 4 

Cukup jelas 

Pasal 5 

Cukup jelas 

Pasal 6  

Cukup jelas 

Pasal 7  

Cukup jelas 

Pasal 8  

Cukup jelas 

Pasal 9  

Cukup jelas 

Pasal 10  

Cukup jelas 

Pasal 11  

Cukup jelas 

Pasal 12  

Cukup jelas 
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Pasal 13  

Cukup jelas 

Pasal 14  

Cukup jelas 

Pasal 15  

Cukup jelas 

Pasal 16  

Cukup jelas 

Pasal 17 

Cukup jelas 
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